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PUTUSAN

Nomor 1400/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan
putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

XXXXX, lahir tanggal 3 Mei 1980, agama Islam, Pendidikan SMP,
pekerjaan Usaha Laundry, tempat tinggal di Dusun XXXXX,
Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang; Sebagai Penggugat;

LAWAN

XXXXX, lahir tanggal 7 Maret 1985, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Buruh, dahulu beralamat di Dusun XXXXX, Kecamatan
Kajoran, Kabupaten Magelang, namun sekarang tidak diketahui
tempat tinggalnya yang pasti baik didalam maupun diluar wilayah
Negara Republik Indonesia; Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di

persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 19 Agustus
2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid
dengan register perkara Nomor 1400/Pdt.G/2019/PA.Mkd., tanggal 19

Agustus 2019 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :
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1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan
perkawinan pada tanggal 22 Juni 2013 di hadapan pejabat/pegawai
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang,
sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah
Nomor:0380/47/V1/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan
Kajoran Kabupaten Magelang tertanggal 24 Juni 2013.

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik
sebagaimana tercantum dalam Kutipan akta Nikah tersebut di atas.

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bangsri RT.001
RW.001 Desa Bangsri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang,
kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan
yang tidak jelas sampai sekarang.

4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan
Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da
dukhul) dan belum dikaruniai anak.

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
pada awalnya harmonis hanya berjalan selama lebih kurang 8 bulan,
namun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan karena ekonomi yaitu Tergugat sebagai suami tidak
bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat
sebagai istrinya sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
Penggugat yang bekerja, Tergugat sering pergi dengan alasan yang

tidak jelas dan kadang tidak pulang ke rumah.
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6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada
bulan Juli tahun 2014 yang disebabkan karena ekonomi, ketika itu
Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari namun Tergugat
tidak mau memberi dengan alasan yang tidak jelas akibatnya Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang sudah tidak di
ketahui lagi keberadaanya.

7. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat,
sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun,
Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaanya yang
jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan meminta bantuan
pihak ketiga keluarga dan teman Tergugat untuk menanyakan
keberadaan Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan
Tergguat yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik
Indonesia.

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Penggugat
tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan
Tergugat, Penggugat sudah tidak mungkin lagi bersatu untuk
mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmabh.
10. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar uang
iwadh sebesar Rp. 10.000,- dan seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini.
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11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas ,maka cukup

alasan bagi Penggugat bahwa gugatan penceraian Pengugat
dikarenakan tergugat melanggar sighat Taklik yang dibacakan pada
saat menikah dan sudah tidak memberi nafkah selama lebih kurang 5
tahun dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi
sebagai istrinya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang
terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cg. Majelis Hakim yang
menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian
memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat ( XXXXX) terhadap

Penggugat ( XXXXX ) dengan membayar iwadh Rp. 10.000,00

(' sepuluh ribu rupiah);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.
SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah
hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang
lain menghadap sebagai wakilnya meskipun ia telah dipanggil secara resmi

dan patut;
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Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat secara
langsung dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan
surat gugatan Penggugat yang isi dan penjelasan secukupnya yang telah
termuat dalam Berita Acara Sidang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan
oleh Disdukcapil Kabupaten Magelang, NIK 3308124305800005.
Tanggal 30-10-2017. (bukti P.1);

2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor 0380/47/V1/2013. Tertanggal
24 Juni 2013. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kajoran, Kabupaten Magelang; (bukti P.2);

3. Surat Keterangan Ghoib dari Pemerintah Desa Bangsri, Kecamatan
Kajoran, Kabupaten Magelang. Nomor 472.23/277/2011/2019. Tanggal
19 Agustus 2019. ( bukti P.3);

Bahwa, disamping itu Penggugat dalam persidangan juga
menghadirkan saksi-saksi yaitu :
1. XXXXX, Umur 57 tahun, agama lIslam, pekerjaan Perangkat
Desa, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten
Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai

berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah ayah Penggugat;
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Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah

Juni 2013;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah kumpul
serumah terakhir di rumah saksi, mereka suami isteri yang belum

dikaruniai anak;

Bahwa sejak Juli 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah,

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai
sekarang ini Tergugat tidak pernah pulang dan Tergugat tidak

diketahui keberadaanya,;

Bahwa semenjak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat
sebagai suami tidak pernah datang kerumah Penggugat dan
Tergugat juga tidak pernah kirim sesuatu sebagai nafkah untuk
Penggugat;
2. XXXXX Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat
tinggal di Dusun XXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, di

bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah tetangga Penggugat;

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah

Juni 2013;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah kumpul
serumah terakhir di rumah orang tua Penggugat, mereka suami isteri

yang belum dikaruniai anak;

Bahwa, sejak Juli 2014 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah

berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi

tidak pernah melihat Tergugat datang kerumah Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga atara Penggugat dan

Tergugat sering bertengkar;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi itu, Penggugat menyatakan
cukup dan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup
dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada
pendiriannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989. Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis
Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap
hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat
tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara ini
adalah perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut
syariat Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut
perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di
Pengadilan Agama Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.1)
oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini

adalah kewenangan Pengadilan Agama Mungkid;
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Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta

Nikah Nomor 0380/47/V1/2013. Tertanggal 24 Juni 2013. yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang.
yang dikeluarkan oleh ~ Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid,
Kabupaten Magelang. merupakan bukti autentik perkawinan Penggugat
dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka
berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal
165 HIR, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah
terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian
Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat
kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak
pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh
orang lain menghadap sebagai wakilnya dan berdasar bukti P.3 Tergugat
tidak diketahui keberadaanya diseluruh wilayah Republik Indonesdia dan
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini diperiksa
tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat akan tetapi tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan
melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat minta diceraikan
dari Tergugat pada intinya sebagaimana posita gugatan Penggugat yaitu
sejak Juli 2014 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah, dan

selama kurun waktu tersebut Tergugat sebagai suami tidak pernah datang
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ke rumah Penggugat dan tidak pernah mengirim sesuatu sebagai nafkah

dan Tergugat juga telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat,
alasan mana menurut pendapat majelis telah sesuai dengan alasan
perceraian sebagaimana maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum
Islam yaitu Tergugat melanggar sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian karena alasan
tersebut di atas, maka harus dipenuhi unsur-unsurnya yaitu :

¢ Adanya perjanjian sighat Taklik talak yang diucapkan oleh suami

setelah akad nikah dilangsungkan;

e Suami telah melakukan salah satu atau lebih perbuatan

sebagaimana dirumuskan dalam sighat taklik talak tersebut;

e |steri tidak rela dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama;

e Pengaduan tersebut diterima dan dibenarkan oleh Pengadilan

Agama setelah memeriksa bukti-bukti yang cukup;

e [steri membayar uang sebagai ‘iwadl ( pengganti);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dan
bukti P.2 serta keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan dalam
persidangan serta bukti lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang

pernikahannya dilangsungkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah pada KUA Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;

e Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat

taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Buku Kutipan

Akta Nikah;
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e Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum pernah
bercerai;

eBahwa sejak Juli 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah
berpisah rumah, Tergugat sebagai suami tidak pernah datang ke
rumah Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim sesuatu sebagai
nafkah dan Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan

Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan
tersebut setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formil
telah memenuhi syarat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan
keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan
keterangannya disampaikan di bawah sumpah, demikian pula secara
materiil juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan
adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh
dari pengetahuan yang jelas serta antara saksi satu dengan yang lain
saling bersesuaian, sesuai ketentuan pasal 170 — 172 HIR, sehingga oleh
karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut
dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka gugatan
Penggugat dinyatakan telah terbukti dengan keterangan 2 (dua) orang
saksi yaitu Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1) yaitu
Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sighat taklik talak angka (2)
yaitu Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta
sighat taklik talak angka (4) yaitu Tergugat telah membiarkan atau tidak
memperdulikan Penggugat sejak bulan Juli 2014 sampai perkara ini
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diajukan bulan Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkaranya dan
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, maka Majelis
berpendapat bahwa Pengugat telah menunjukkan sikap tidak rela atas
tindakan Tergugat terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar ‘iwadl (pengganti)
berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan
ketentuan sebagaimana maksud Surat Keputusan Menteri Agama RI
Nomor 411 tahun 2000;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbukti bahwa
Tergugat telah melanggar sighat taklik talak tersebut dan Penggugat tidak
rela serta Penggugat menyatakan sudah tidak mampu lagi untuk
melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis berkesimpulan
bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk
hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terbukti diatas Majelis
berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal
39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo
pasal 1 huruf (e) dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh
karena itu syarat ta'lik talak yang pernah diucapkan oleh Tergugat telah
terpenuhi, maka dapat diterapkan ketentuan figih sebagaimana dalam kitab

Asy-Syargowi ‘alat Tahrir yang berbunyi :
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Artinya : dan barang siapa menggantungkan talak kepada sesuatu
sifat/keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut
sesuai dengan bunyi lafadznya;

Menimbang, bahwa sighat taklik talak adalah salah satu bentuk
perjanjian antara orang Islam yang wajib dipenuhi sesuai ketentuan hukum
Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-qur'an Surat Al-Isra’ ayat
1400 :

Voo ulS 2gall u | 2gallilgssls
Artinya : “ Dan penuhilah janjimu sesungguhnya janji itu pasti dimintai

pertanggung jawabannya ” ;

Dan dalam salah satu Hadits Rosulullah S.A.W. disebutkan :
eelog i e Ogaluall

Artinya : “Orang-orang Islam terikat pada perjanjian yang dibuatnya” ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pelanggaran atas janji harus
dipertanggungjawabkan dan dalam kasus ini, Tergugat harus dijatuhkan
talaknya satu atas Penggugat sebagaimana bunyi sighat taklik talak yang
diucapkan dan ditandatangani oleh Tergugat sesaat terjadinya akad nikah
antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat patut
dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap
Penggugat dengan ‘iwald sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat

dikabulkan dengan Verstek;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. maka biaya perkara
ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar’i
yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khuli Tergugat (XXXXX) terhadap
Penggugat (XXXXX) dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis
Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019 Masehi bertepatan
dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim
Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama
Mungkid dengan susunan H.Masrukhin, SH., M.Ag. sebagai Hakim Ketua
Majelis, Dra. Nur Immawati dan Rajiman, S.H.l.,, M.H. masing-masing
sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para
hakim Anggota serta Yuli Astanto WH, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera

Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;
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Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH., M.Ag.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Dra. NUR IMMAWATI RAJIMAN, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

YULIASTANTO WH, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya APP Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp405.000,00
4. PNBP Panggilan Rp 20.000,00
4. Biaya Redaksi Rp. 10.000,00

5. Biaya Materai Rp. _ 6.000,00
Jumlah Rp521.000,00

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
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